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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 30 TAHUN 2009

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BUFAT! BEKASI

a bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasl Momor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk di dalamnya
Pambentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, guna melaksanakan ketentuan
pasal 48 perlu disusun aturan pelaksanaannya kedalam organisasi
dan tata kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi

serta uraian tugas,

b bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Bekasi tersebut periu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

_Undang-Undang Neomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita Negara Tahun 1950},

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1374 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3880},

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389),

. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sabagaimang
talah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomar 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4438);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 4737);

_Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomar 6 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Dasrah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kaoupaten Bekasi Tahun 2008 Nomaor 7).




MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAMN BUPATI BERAS! TENTANG ORGANISAS| DAN TATA

KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1

2
3
4
5

Daerah adalah Kabupaten Bekasi,

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Bupati adalah Bupati Bekasi;
Sekretaris Dasrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah Kabupaten Bekasi;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi]

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi,
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana

operasional sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau

beberapa kecamatan,

Keldfpok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawal Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesual dengan profesinya dalam upaya mendukung

kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB Il
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS
Paragraf Kesatu
Kewenangan
Pasal 2

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas mempunyai kewenangan :




Penndusinan
A Usaha Industri
1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.

B Fasilitas Usaha Industri
1 Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di

kabupaten.

¢ Perlindungan Usaha Industn
1 Pemberian perindungan kepastian herusaha terhadap usaha industri di

kabupaten.

D. Perencanaan dan Program
1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industn kabupaten.
2 Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri.
3, Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri,

E. Pemasaran
1. Promosi produk industri kabupaten

F. Teknologi
1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di
bidang industri di kabupaten.
2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan pensrapan
teknologi di bidang industr.
1 Spsialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di
bidang indlstri.

G. Standarisasi
1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan
dikembangkan di kabupaten.
2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten.

H. Sumber Daya Manusia (SDM)
1. Penerapan standar kompetensi SpM industri dan aparatur pembina

industri di kabupaten,



2 Pelaksanaan dikial SDM indusin dan aparatur pembina industri di

kabupaten.

|, Permodalan
1 FEasilitasi akses permodaian bagl ind

keuangan bukan bank di kabupaten.

ustri melalul bank dan lambaga

J. Lingkungan Hidup
1 Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan

yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten.
2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan
industri di kabupaten.

K Kerjasama Industn
1 Fasilltasi kemnitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar

serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten.
2 Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha

di kabupaten.
3 Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral

dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten.

L Kelembagaan
1 Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten.
2 Pambentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.

M. Sarana dan Prasarana
1. Penyusunan fata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan
pusat-pusat industr yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana
dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah |KM)

untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).

N. Informasi Industri
1, Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industr tingkat

kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.



0. Pengawasan Industri
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan iugas desentralisasi bidang industri

tingkat kabupaten.

P Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
1. Maonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di

hidang perindustrian di kabupaten.

§.  Bidang Perdagangan
A Sub Bidang Perdagangan Dalam MNegeri

1. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyslenggaraan serta
penyajian informasi  pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala

~ kabupaten.

2 Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
gvaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman,
terpencil dan pulau terluar di kabupaten.

3, Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi
kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten.

4. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.

5. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten.

6. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.

7. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala
kabupaten.

8. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan
Konsumen skala kabupaten

8. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah
berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.

10, Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.

11.Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

12, Evaluasi implementasi penyelenggaraan perflindungan kensumen.

13.Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
pengawasan barang beredar dan jasa

14 Pengawasan barang beredar dan jasa serla penegakan hukum skala

kabupaten.



15 Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala

kabupaten.

16 Sosialisasi kebijakan pengawasan Darang beredar dan jasa skala
kabupaten,

17 Pembinaan dan pemberdayaan PFB. skala kabupaten.

18 Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.

10 Penyelenggaraan, pelaparan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk

penggunaan (manual} dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia

bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.

.20, Pembinaan dan pemberdayaan PENS-WDP skala kabupaten/ kota.

>4 Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi  perdagangan dan
penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.

8 Sub Bidang Metrologi Legal
1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrolagi legal setelah memperoleh
penilaian darl pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala
kabupaten.
3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar
ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah,
Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten.
Palaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan Sl
Pembinaan operasional reparatir UTTP.
Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.

e R~

C. Sub Bidang Perdagangan Luar Neger

1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan
kebijakan bidang ekspor.
Kaoordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten.
Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspar.
Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
Penyediaan bahan masukan sebagal bahan pertimbangan perumusan

B N

kebijakan bidang impor.
Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.
7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu

barang meliputi:



B. Pangambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregisirasi

g Pengujian, inspeksi teknis dan  serfifikasi dilakukan oleh lembaga uji,
inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.

10. Penilaian dan pelaporan ang ka kredit PMB tingkat kabupaten.

11 Penyadiaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA
dan penelusuran asal barang.

~49 Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal

barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.

13. Penyediaan bahan masukan untuk penarbitan AP,

14 Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan APL

15 Penyediaan bahan masukan, sosialisasy, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan
monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah
sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

16. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam
sidang komoditi internasional.

17 Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan
skala kabupaten.

18, Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan

luar negern.

D. Sub Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional
1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan
internasional.
2 Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan
bilateral.
3. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.

E. Sub Bidang Pengembangan Ekspor Masional
1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten.
5 Palaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.

F. Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komaditi, Alternatif Pembiayaan Sistem
Resi Gudang dan Pasar Lelang
1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-
kasus yang berkaitan dengan pardagangan berjangka komoditi,
2 Pembinaan komaditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi
gudang,



3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifal teknis terhadap

penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

0. FKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
A. Kelembagaan Koperasi

¥

Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan,
serta pembubaran koperasi.

Pengesahan pembentukan, penggabungan dan  peleburan, serta
pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. {Tugas Pembantuan)
Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian
koperasi dalam wilayah kabupaten.

Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam
wilayah kabupaten.

Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesual
dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.

Fasilitas| pelaksanaan pembubaran dan penyelesalan akibat pembubaran
KSP dan USP dalam wilayah kabupaten,

B. Pemberdayaan Koperasi

1.
2

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi:

Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai
dengan kebijakan pemerintah;

Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten.

Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.
Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.

C. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

1.
2.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan koperasi:

Monitaring dan evaluasi terhadap koperasi yang mendapat pembiayan/
permodalan dari bantuan APBN, APBD, BUMN serta pembiayaan/
permodalan lainnya;

Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan
KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;

Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;



Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah

kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi

di tingkat kabupaten. (Tugas Pembantuan).

D Pembardayaan UMKM

1

Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim

usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi :

. Pendanaan/penyediaan sumber dana, lala cara dan syaral pemenuhan
kebutuhan dana;

- Persaingan;

- Prasarana,

- Informasi;

- Kemitraan;

Perlindungan.

Pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di
tingkat kabupaten meliputi :

- Produksi;

- Pemasaran;

- Sumber daya manusia,

- Teknologi.

Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di
tingkat kabupaten mefiputi ;

- Kredit perbankan;

- Penjaminan lembaga bukan bank;

- Modal ventura;

- Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN,

- Hibah;

- Jenis pembiayaan lain.



Paragraf Kedua
Kedudukan
Pasal 3

pelaksana Pemernntah Kabupaten di bidang

i) Dinas merupakan unsur
dan usaha mikio, kecil dan menengah serta

perindustrian, perdagangan, koperasi
perpasaran.

& Dinas dipimpin oleh searang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
i@wab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Dmas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian,
pergagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta perpasaran.

Paragraf Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyslenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Dinas

mempunyai fungsi ;

a perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan
usaha mikro, kecil, dan menengah serla perpasaran;

b Hpenyehanggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta
perpasaran;

= pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perpasaran;
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan,

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan

fungsinya.



BAB III
ORGANISASI
Bagian 1
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 6

santu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;
adalah Bidang, Seksi-Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

ok Jabatan Fungsional.

Bagian 2
Susunan Organisasi
Pasal 7

‘Organisasi Dinas Terdiri dari :
Kepala,
Sekretanat, membawahkan:
1) Subbagian Perencanaan,
2) Subbagian Keuangan;
3)  Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perindustrian, membawahkan:
1)  Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;

2)  Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Bidang Perdagangan, membawahkan:
1)  Seksi Perdagangan Dalam Megeri,
2)  Seksi Perdagangan Luar Negeri.

Bidang Koperasi, membawahkan:

1)  Seksi Kelembagaan Koperasi,

2)  Seksi Pemberdayaan Koperasi.

3] Seksi Pembinaan dan Pengawasan
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L Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan:
1 Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2 Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

g Bidang Perpasaran, membawahkan :
1)  Seksl Pengembangan dan Penataan Pasar,
2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Fasar,
3} Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.

h LWFTD;
| Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian 3
Bidang Tugas Unsur Organisas
Paagraf 1
Kepala Dinas
Pasal 8

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan,
membina dan mengevaluas| urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang perindustrian, perdagangan,

_ koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perpasaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala

Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut .

a. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Fiencana Strategis dan
Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
serta perpasaran dalam rangka kelancaran fugas;

b. merylapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta perpasaran
sebagal bahan penyusunan RPJFD dan RPJMD Kabupaten;
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menylapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan
bidang Perindustnian, Pergdagangan Koperasi dan UMKM sera
perpasaran sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir

Masa Jabatan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ) akhir tahun dan akhir masa Jabatan

Bupati pada bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMEM

serta perpasaran.
menyampaikan [laporan akurtabilitas kinerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagai pertanggungjawaban kepada
Bupati;

membina dan mengevaluasi pro

Perdagangan, Koperasi dan LIMEM;
merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan perizinan yang meliputi

kajian/rekomendasi teknis penerbitan tanda daftar industri dan (Ul skala
investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan Ul
oleh pemerintah dan provinsi, penerbitan izin usaha kawasan industri;

merumuskan kebijakan usaha industri yang meliputi penetapan bidang
usaha industri prioritas, pengusulan pengelolaan dan pengembangan

gram dan kegiatan Dinas Perindustrian,

kawasan berikat;
merumuskan kebijakan usaha industri yang meliputi penyelenggaraan

pembinaan/pengembangan usaha;
merumuskan kebijakan teknis fasilitasi usaha industri yang meliputi
pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM, pelatihan

teknis manajemen bagi pengusaha kecll dan keterampilan bagi pengrajin

dan pembinaan pejabat fungsional  penyuluh perindustrian  dalam

pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan;

merumuskan kebijakan perlindungan Usaha Industi yang meliput
pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri
pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industrl di
kabupaten;

merurnuskan kebijakan teknis perencanaan dan program yang meliputi
panyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja di bidang industri;
merumuskan kebijakan teknis fasilitasi pemasaran yang meliputi
penyediaan informasi teknclog:, pemasaran, pemakaian hak kekayaan

intelektual (HAKI) dan sumber daya manusia;
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merumuskan kebijakan teknis datam hal pemanfaatan teknologi yang
meliputi pelaksanaan peneliban, pengembangan dan penerapan teknologl
di bidang industri, fasiitasi nemanfaatan hasil penelitian, pengembangan
dan penerapan teknologi di bidang indusin, sosialisasi hasil penelitlan,
pengembangan dan penerapan teknalog di bidang industri;

marumuskan kebijakan teknis standarisasi yang meliputi fasilitas| dan
pengawasan terhadap penerapan standar dan kerja sama bidang
standansasi

merumuskan kebilakan teknis pembinaan sumber daya manusia yang
meliputi penerapan  standar kompetensi SDM industri dan aparatur
cembina industri serta pelaksanaan diklat SOM industri dan aparatur
pambina industri;

marumuskan kebijakan teknis permodalan dalam bentuk fasilitasi akses
permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan
bank;

merumuskan kebijakan teknis pembinaan lingkungan hidup yang meliputi
pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan
yang diakibatkan oleh industri dan pengawasan terhadap pencemaran
lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri;

merumuskan kebijakan mengenal kerja sama industri yang meliputi
fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara industn kecil, menengah dan
industri besar serta sektor ekonomi lainnya dan fasilitasi kerja sama
pengembangan industr melalui pola kemitraan usaha;

merumuskan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan yang meliputi
pembinaan asosiasi industriidewan, pembentukan dan pembinaan unit
pelaksana teknis;

merumuskan kebijakan teknis sarana prasarana dalam hal Penyusunan
tata ruang kabupaten di bidang industri dalam rangka pengembangan
pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana
dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah 1KM)
untuk Industri yang mengacu pada tata ruang regional {provinsi);
merumuskan kebijakan teknis penyediaan informasi industri yang meliputi
pengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan
kepada provinsi, penyusunan potensilprafil  sektor perindustrian  dan
perdagangan;

merumuskan kebijakan teknis pengawasan industri dalam hal pelaksanaan

tugas desentralisasi bidang industri;



merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan dalam hal pelaksanaan urusan pemarintahan  di hidang
parindustrian,

merumuskan kebijakan perdagangan dalam negeri yang meliputi:

1} pembinaan penzinan yang terdiri dari izin usaha industri,

pengawasan izin sewd beli izin usaha minuman beralkohol

pengeceripenjual langsung untuk diminum dan lzin Usaha Pasar
Modern dengari luas geral 2.000 M® atau lebih;

2) pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negerl, pengawasan
Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal dan pengawasan Tanda Daftar
Gudang dengan luas di bawah 2.500 M?;

3} pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat (LPKSM);

4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran |asa
bisnis dan jasa distribusi;

5y  pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi penerbitan izin
perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten
(SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C uniuk Pengecer,
Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan
Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman
Beralkohol mengandung Rempah  sampal dengan  15%,
Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya dan Rekomendasi Pengakuan
Pedagang Kayu antar Pulau},

6) pengawasan dan pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan sera
penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;

7) pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin dan
rekomendasi skala terlentu, monitoring dan evaluasi sarana
perdagangan (pasarftoko  modern  dan gudang) dan sarana
penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar
dagang) skala lokal, yang terdiri dan .

a) promosi produk agribisnis kerajinan dan barang dagang lainnya,

b) penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga),

¢) pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan
dagang,

8) penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring  dan
evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga, yang terdiri

dari :
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a4d.

bb.

9)

10}

11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)

19)

a) monitoring dan fasiitas kegialan distribusi bahan kebutuhan
pokok,

b) pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;

pembinaan dan pengawsasan, monitoring dan evaluasi kegiatan

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri,

pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi, koordinasi serta

evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen,

pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;

pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan

konsumen;

pengusulan pembentukan BPS3K kepada pemerintah dengan

berkoordinasi pada provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;

pendaftaran dan pengembangan LPKSM;

pelaksanaan kebijakan, pengawasan, koordinasi dan sosialisasi

barang beredar dan jasa;

pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten;

pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK dan PPNS-WDP skala

kabupaten;

penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran

petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam

bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika;

pelaksanaan dan pelaporan sistem informasl perdagangan dan

penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.

merumuskan kebijakan teknis metrologi legal yang meliputi fasilitasi dan

pelaksanaan kegiatan metrologi legal yang meliputi ©

1)
2)
3)
4)

5)
6]

fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala
kabupaten,

fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologl legal, pelayanan
tera dan tera ulang UTTP;

fasilitasi penyelenggaraan kera sama metrologi  legal skala
kabupaten,

pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BCKT dan Sl,
pembinaan operasional reparatir UTTP dan

pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;

merumuskan kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri yang meliputi :
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CC,

dd.

ea,

a9.

1) penyediaan bahan perumusan kebijakan, koordinas, sosialisasi,
monitoring dan pelaporan bidang ekspor, impor, penerbitan SKA
penelurusan asal barang dan penerbitan APl

2] pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu
barang terdiri dari:

a) pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;

by pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh
lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan
teregistrasi,

3) penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten,

4) penyediaan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, fasilitasi,
koordinasi pelaksanaan penyediaan infarmasi potensi ekspor daerah
serta monitoring dan pelaperan.

5) penyediaan bahan perumusan penetapan  kesepakatan sidang
komoditi internasional, sosialisasi, menitoring dan evaluasi serta
pelaporan;

6) fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perdagangan luar nageri;

7)  mendorong usaha peningkatan ekspor daerah,

merumuskan kebijakan teknis maonitoring dan snsiallsasi kerja sama

perdagangan internasicnal yang meliputi hasil-hasil kesepakatan kefja

sama perdagangan internasional, perdagangan bilateral, dumping, subsidi
dan safeguard;

merumuskan kebijakan teknis pengembangan ekspor nasional dalam

penyediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pangembangan ekspor;

merumuskan kebijakan texnis perdagangan berjangka komoditi, alternatif
pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang yang meliputi ;

1} koordinasi penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan
perdagangan berjangka komaodit dan pembinaan komoditas

2) pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis
terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

menyelenggarakan promosi produk industri dan menyediakan informasi

teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HAKI) serta
sumber daya manusia;

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

terhadap penerbitan perizinan yang terdirt dari:

1)  izin usaha industri;
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hih.

kk.

II.

mim.

nn.

pp.

qq.

2) izinsewa beli,

31 fzin usaha minuman beralkohol pengecerpenjual langsung untuk
diminum;

4) izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2.000 M? atau lebih;

5) daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;

§) tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;

7) tanda Daftar Gudang dengan |uas di bawah 2.500 M?; -

8) tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
(LPKSM);

g) izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;

10) izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala
kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk
Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer
dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman
Beralkohol mengandung Rempah sampal dengan 15%);

11) SIUP Bahan Berbahaya,

12) pedagang Kayu antar Pulau.

merumuskan kebijakan dan mengesahkan pembentukan, penggabungan,

perubahan AD dan peleburan, serla pem bubaran koperasi,

melakukan pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi;

merumuskan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan koperasi dan

UMKM melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non

bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya serta pengembangan

institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna;
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga
danfatau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan UMEM;
merumuskan bahan-bahan penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan

LIMEM;

melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi penciptaan

usaha simpan pinjam yang sehat;

melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam

pembuatan laperan tahunan KSP dan USF;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat

pembubaran KSP dan USP;

melakukan pemberian sanksi administratit kepada KSP dan USP yang

tidak melaksanakan kewajibannya;

melakukan penilaian kesehatan terhadap KSP/USP primer dan skunder;
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338,

L,

Wy,

XX,

aaa.

bbb.

aa.

dd,

mengembangkan khim seria kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperas: dalam bentuk Pemberian bimbingan dan
kemudahan koparasi, perlindungan kepada koperasi, Penyusunan rencana

operasional program pengembangan koperasi,
melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal  yang wajily

dilaksanakan oleh kabupaten di bidang koperasi,

melaksanakan pemantauan penerapan perianjian  atau persetujuan
internasional yang telah disahkan alas nama negara di bidang koperasi
serta bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan,
pemasaran dan janngan usaha seria pEngﬂn‘lhﬂﬂgan sumber daya
manusia, program pengembangan janngan sistem informasi koperasi, dan
bimbingan pedoman akuntansi koperasi,

memfasilitasi koperasi dalam rangka pencadangan lokasi usaha, bidang
usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah;
menetapkan kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah
dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat
pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan,
perizinan dan perlindungan;

menyelenggarakan sertifikasi usaha mikro kecil dan menengah
bekerjasama dengan SKPD terkail,

membina dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah meliputi
produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta promosi;
memfasilitasi akses penjaminan dalam penyadiaan pembiayaan bagi
UMKM meliputi kredit perbankan, penjaminan lambaga bukan bank, modal
ventura, pinjaman dar dana pengasihan sebagal laba BUMMN, hibah, dan
jenis pembiayaan lain;

melakeanakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang UMKM;
melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada
koperasi dan sistem distribusi bag kaperasi dan UMKM;

mengeloia retribusi yang menjadi kewenangannya,

menyusun  konsep  kebijakan, pedoman dan  petunjuk  teknis
pengembangan dan penataan pasar, pembinaan dan pengawasan pasar
serta pemeliharaan sarana dan parasana pasar,

menyelenggarakan  teknis  perpasaran  yang meliputi  kegiatan
pengembangan pasar dan penataan pedagang serta ketertiban pasar,
menyelenggarakan pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan kios serta
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lahan di fingkungan pasar,

menyglenggarakan pembinaan pasar swasta dan pasar tradisional;
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan
pasar, ketertiban dan kebarsihan pasar serta kerja sama di bidang
perpasaran,

melaksanakan monitoring kegiatan penataan pasar,

menyiapkan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan
sarana pasar;

menyelenggarakan koordinasi dengan dinas lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil

kegiatan urusan pelayanan dinas,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja dinas;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dinas;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup
dinas;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dinas;
melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan
dinas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada
atasan;

melaksanakan gvaluasi

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemacahannya;
elaksanaan tugas

tugas dan menginventarisasi permasalahan

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran p

sesuai dengan ketentuan yany berlaku;
membimbing - atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas

kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier;

melapaorkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Sekretarial

Pasal 9

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretarts dan mempunyal tugas pokok

(2)

(3)

memimpin, merencanakan, mengatur,
kegiatan operasional administrasi umum, keuangan da

mengoordinasikan  dan mengendalikan
n kepegawaian serta

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sekretariat mengkoordinir kegiatan bidang-bidang

Dalam menyelenggarakan tugas pekek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

d,

penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian seria perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

perencanaan operasional kegiatan administrasl umum, keuangan dan
kepegawaian;

pengendalian dan pembinaan administrasi  umum, keuangan dan
kepegawaian sarta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fugas

pokok dan fungsinya.

(4) Dalam manyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :

a.
b,
C.

Sub Bagian perencanaan;
Sub Bagian keuangan,

Sub Bagian umum dan kepegawaian

Fasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9, mempunyai uraian tugas sebagai berkut
merumuskan rencana kerja sekretarial sebaga padoman pelaksanaan tugas;
merurnuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana

a.
b.

yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas,
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(1

meryusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya,
menghimpun bahan-bahan LPFD tahunan dan LPPD lima tahuran Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

pada masing-masing hidang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPFD

lima tahunan Kabupaten;
menghimpun bahan-bahan L KP.J aknir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan
kegiatan, evaluasi dan menganalisa data seria laparan hasil kegiatan;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluas dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan,
menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sera
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagal pertanggungjawaban kepada
atasan,

membagi tugas dan mendelegasikan kewsnangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,;

menilai hasil kerja bawahan secara berenjang dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karer,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,
Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyal fugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi
dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagamana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan mempunyal fungsi |

a, perencanaan kegiatan perencanaan, avaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada DOinas Parindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

b. pelaksanaan perencanaan, eyvalyasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
dari masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberkan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya,

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagal berikut

a.

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada

Dinas,

menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari
masing-masing bidang,

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKFD dalam Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koberasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-
masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten,

menyusun Rencana Kegiatan  Anggaran (REA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Dinas;

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan
kegiatan dari masing-masing bidang;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam

bidang Kesehatan ssbagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima
tahunan kabupaten;
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(2]

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupatl
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagal bahan
pertanggungjawaban kepada Bupati;

menghimpun, mengelah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang;

menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah

kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesual dengan

lingkup tugasnya;
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan merginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dengan pedoman dan ketentuan yang beriaku;
kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasl hasil

berjalan sesuai

menilai hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai fugas poKOK merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. '

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Perindustrian,

-~ - Pardagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecll dan Menengah;
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b palaksanaan administrasl keuangan pada Dinas Parindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

¢ pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Fasal 14

Sub Bagian Ksuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas;

b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujul oleh PPTK;

d. reneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesual dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

a.  memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
meneliti dan atau memverifikasl setiap pengajuan SPP kegiatan dengan
ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening;

g. menyiapkan SPM;

h. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup Dinas;

i.  melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

i.  menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pangefﬁaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas,

k. menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan;

I menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;

m. menyusun catatan atas laporan keuangan;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

0. empelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan fugas

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
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sesual dengan ketentuan yang berlaku;
memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sasual

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kefja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pok

Paszal 15

ok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat,
kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawalan mempunyai fungsi ;

perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawalan, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran,

pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang

perkantoran,
pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepega

dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta

waian, kehumasan

ruang perkantoran;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

.. fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawalan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehurasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang

perkantoran Dinas;

27



o

= @

melaksanakan ketatawarkatan Dinas mehputi pengaturan pengelolaan surat
masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam

rangka kelancaran tugas.

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas,

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;
melaksanakan pengadaan perengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau
penataan gedung kantor dan keperluan alat tulls kantor (ATK) Dinas,
melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut pengolongan dan
kodifikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A,
B, C, D, EdanF,

melaksanakan dokumentasi kepemilkan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemerintah daerah,

pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APED dan perolehan

lainnya yang sah;

-melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada

dalam penguasaan Dinas;

menyusun usulan -pamlndahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan
administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGEB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin dikiat,
kesejahteraan pegawal, penyesuaian ijazah, usulan pembernan penghargaan,
memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,

28



_ﬂ.]l

(2}

pembinaanfteguran disiplin pegawai, membual konsep usulan cuti pegawal sesual
aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan
atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraluran
yvang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilalan Fekeraan Fegawai
(DP-3);

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pameca hannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier,

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Perindustrian
Pasal 17

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Perindustrian mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan perindustrian;

b. pengelolaan urusan perindustrian;

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan fugas dan

fungsinva;
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h  memanfaatkan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan
teknologl, dan meansosialisasikan hasll penelitian, pengembangan dan penerapan
teknologi di bidang industn,

menyelenggarakan bimbingan teknologi dan pengawasan mutl produksi,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri,

memberikan fasilitasi dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan
standar yang akan dikembangkan dan melakukan kerja sama bidang standarisasi,
menerapkan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industri dan

x

aparatur pembina industri;

melaksanakan fasilitasl akses permodalan bagi industri

keuangan bukan bank untuk skala tertentu sesuai peraturan perundan

m.  melaksanakan pembinaan industri dalam rangka pencegahan
lingkungan yang diakibatkan oleh industri dan pengawasan terhadap pencemaran
lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri;

n. -menyediakan bahan-bahan dan melaksanakan kerja sama pengembangan industri
melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar

serta sektor ekonomi lainnya, kerja sama luar negeri, kerja sama lintas sektoral

melalui bani dan lembaga
g-undangan;

pencemaran

dan regional,

5. melaksanakan pembinaan asosiasi industrifdewsan, dan koordinasi penyediaan
sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah 1KM)
untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsiy;

p. melaksanakan diseminasi data bidang industri dan menyusun pelaporan kepada

provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang

industri dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

di bidang perindustrian;

. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

s, menghimpun, maﬁgulah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Perindustrian;

t.  menyusun behan laporan akuntabilitas kerja Bidang Perindustrian;

u.  menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

v. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Perindustrian;

w. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Perindustrian,

x. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Perindustrian;

y. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Perindustrian;
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bb.

dd.

EE-JH

(1)

{2)

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencar alternatif pemecahannya,

membagi fugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku; ;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian- tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian fugas agar pelaksanaan tugas dapal berjalan
lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Pasal 19

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol
urusan industri logam, mesin, elekironik dan aneka industri.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri mempunyai fungsi

a. perencanaan kegiatan urusan industri logam, mesin, elektronik dan aneka
industri;

b. pelaksanaan urusan industri logam, mesin, elektronik dan aneka industr;
pembagian pelaksanaan tugas urusan industri logam, mesin, elektronik dan
aneka industri,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 20

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri dipimpin oleh seorang

Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai benkut

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Industri Logam, Mesin,
Elektronika dan Aneka Industri;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Industri Logam,
Mesin, Elektronika dan Aneka Industri,
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menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
“fericana kinerja (RENJA) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
Industri:

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Anggaran (DPA) Seksi Industn Logam, Mesin, Elektronika dan Anegka Industri;
menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan perizinan yang berkaitan
dengan urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik
dan Aneka meliputi tanda daftar industri dan Ul skala investasi s/d Rp 10 miliar
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Berita acara pemeriksaan
dalam rangka penarbitan IUl oleh pemerintah dan provinsi, 1zin usaha kawasan

FPelaksanaan

industri yang lokasinya;
menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha Industri dan

kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri

Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
malaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri dan Kawasan Berikat yang

menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin,

Elektronik dan Aneka;
manyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di

kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam,

Mesin, Elektronik dan Aneka;

menyusun bahan-bahan pelatinan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan
keterampilan bagl pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan
perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka,
menyusun bahan-bahan pembinaan pejabat fungsiorial penyulub parindugllriﬂn
dalam pengembangan sektor perindustrian yang menyangkut urusan perindustrian
bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;

melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten
yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin,

Elektronik dan Aneka;
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melaksanakan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan
pagl pengrajin yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri
Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;

“melaksanakan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam
pengembangan saktor perindustrian yang menyangkut bidang garapan Industri
Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;

menyusun bahan-bahan dalam rangka pemberian perlindungan kepastian
herusaha terhadap usaha industri yang menyangkut bidang garapan Industri
Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;

melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha
industri yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan
Aneka;

menyusun bahan-bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap
pencemaran limbah industri yang menyangkut bidang garapan Industri Logam,
Mesin, Elektronik dan Aneka;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah
industri vang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan
Aneka;

melaksanakan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan
intelektual (HAKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan
industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan peneliian, pengembangan dan
penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin,
Elektronik dan Aneka;

melakukan bimbingan teknologi dan pengawasan mutu produksi, diversifikasi
produk dan inovasi teknologi industri logam, mesin, elektronik, sandang, kulit dan
aneka; )

menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil
penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri yang
menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka,
menghimpun bahan-bahan pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap
penerapan standar yang akan dikembangkan serta melaksanakan kerja sama
bidang standarisasi yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin,
Elektronik dan Aneka;

melaksanakan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industri dan
aparatur pembina industri yang menyangkut bidang garapan Industri Logam,
Mesin, Elektronik dan Aneka;

3




ad.

bb.

CE.

dd.

e8.

cC.
ag.

al:

gg.

hh.

mim.

nn.

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan fasilitasi akses permocdalan bagi
industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank yang menyangkut bidang
garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan industri dalam rangka
pencegahan pencemaran serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan
yang diakibatkan kegiatan industri yang menyangkut bidang garapan Industri
Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerja sama pengembangan industri
melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar
serta sektor ekonomi lainnya, kerja sama luar negeri, lintas sektoral dan regional
yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan
tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air,
listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada
tata ruang regional (provinsl) yang menyangkut bidang garapan Industri Logam,
Mesin, Elektronik dan Aneka;

menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang indusiri dan
bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensifprofil sektor perindustrian
dan perdagangan yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin,
Elektronik dan Aneka;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Seksi Industr
Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketertuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mermbagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar,
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menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kariar,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontral urusan

industri kimia, agro dan hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi ;

a. perencanaan kegiatan urusan industri kimia, agro dan hasil hutan;

b, pelaksanaan urusan industri kimia, agro dan hasil hutan,

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan industri kimia, agro dan hasil hutan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 22

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal

uraian tugas sebagai berikut :

4,

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil

Hutan;
menylapkan bahan rencana strategis d

dan Hasil Hutan;
menylapkan bahan-bahan RPJPD dan RP.MD sesual bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan sebagai bahan penyusunan LPFD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (REMJA) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

an rencana kerja Seksi Industri Kimia, Agro
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menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan perizinan yang berkaitan
dengan urusan perindustrian bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
meliputi tanda daftar industri dan Ul skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat uysaha, Berita acara pemeriksaan dalam

rangka penerbitan Ul oleh pemerintah dan provinsi, 1zin usaha kawasan industri ;

menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri dan
kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri
Kimia, Agro dan Hasil Hutan]

melaksanakan hasil penstapan bidang usaha industri dan Kawasan Berkat yang

menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri Kimia, Agro dan Hasil

Hutan;

menyusun bahan-bahan fasllitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di
kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industr] Kimia,
Agro dan Hasil Hutan;

menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan
keterampilan bagi pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan
perindustrian bidang garapan Industn Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan pejabat fungsional

penyuluh perindustrian bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan,
melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten

yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Kimia, Agro dan

Hasil Hutan;
melaksanakan pelatinan teknis manaj
bagl pengrajin yang menyangkut urusan

Kimia, Agro dan Hasil Hutan
dan melaksanakan pemberian perlindungan kepastian

o industri yang menyanghkut bidang garapan Industri

emen bagi pengusaha kecil dan keterampilan
perindustrian bidang garapan Industri

menyusun bahan-bahan
berusaha terhadap usah
Kimia, Agro dan Hasil Hutan,

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan pengendalian dan
pengawasan terhadap pencemaran limbah industri yang menyangkut bidang
garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan informasi teknologi, pesmasaran,
pemakaian hak kekayaan intelektual (HAKI) dan sumber daya manusia yang
menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan
penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan
Hasil Hutan;

173



aa.
bb.

CC.
dd.
2E.

gd.
hih.

melakukan bimbingan teknologi dan pengawasan muty produksi, diversifikasi
produk dan inovasi teknologi kimia, agro dan hasil hutan,

menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil
penelitian, pengembangan dan penarapan teknologi di bidang industri vang
menyanghkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap penerapan
standar yang akan dikembangkan serta melaksanakan kerja sama bidang
standarisasi yang menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil
Hutan,

elaksanakan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SOM industri dan
aparatur pembina industri yang menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro
dan Hasil Hutan;

menghimpun bahan-bahan fasilitasi dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan
bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank yang menyangkut
bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerja sama pengembangan industri
melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar
serta sektor ekonomi lainnya, kerja sama luar negeri, kerja sama lintas sektoral
dan regional yang menyangkut bidang garapar Industd Kimia, Agro dan Hasil

Hutan;
menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan

tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air,
listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada
tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan Industri Kimia,
Agro dan Hasil Hutan;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang fugasnya;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman

dalam pelaksanaan tugas,

_memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
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membagi fugas kepada bawahan uniuk kalancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan fainnya yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 4
Bidang Perdagangan
Pazal 23

Bidang Perdagangan dipimpin oleh secrang Kepala dan mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Perdagangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan perdagangan;

b. pengelolaan urusan perdagangan;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai dengan lugas dan

fungsinya,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan,
membawahkan :

a. Seksi Perdagangan Dalam Neger;

b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;

i i

Pasal 24

Bidang Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai berkut :

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perdagangan,
menylapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Perdagangan,
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menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang

sebagai bahan penyusunan LPED Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapikan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Perdagangan,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bidang Pardagangan;

merumuskan kebijakan perdagangan dalam negeri yang meliputi:

1) pembinaan perizinan yang terdiri dari izin usaha industri, pengawasan izin
sewa beli, izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual langsung untuk
diminum dan 1zin Usaha Pasar Modem dengari luas geral 2.000 M* atau
lebih;

2) pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri, pengawasan Tanda
Daftar Usaha Waralsba Lokal dan pengawasan Tanda Daftar Gudang
dengan luas di bawah 2.500 M?;

3) pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan Kkonsumen swadaya
masyarakat (LPKSM);

4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan
jasa distribusi;

5) pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi penerbitan iZzin
perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP
Minuman Beralkohol golongan B dan ¢ untuk Pengecer, Penjualan Langsung
untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum
di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan

_15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya dan Rekomendasi Pengakuan
Pedagang Kayu antar Pulaul;

§) pengawasan dan pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan seria
penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;

7) pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin dan rekomendasi skala
tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasaritoko modern
dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi
dan seminar dagang) skala lokal, yang terdiri dari :

a. promosi produk agribisnis kerajinan dan barang dagang lainnya,
b. penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga),
¢. pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan dagang;
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el
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1)
12)

13)

14)
13)

16)

17)
18)

19)

penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitonng dan evaluasi
kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga, yang terdin dari ;

a) monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok,

b) pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan,

pembinaan dan pengawasan, manitaring ﬂan evaluasi kegiatan peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri;

pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi, koordinasi serta evaluasi
penyelenggaraan perlindungan konsumen;

pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;

pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator periindungan

konsumen,

pengusulan pembentukan BPSK kepada pemerintah dengan berkoordinas
pada provinsi dan fasilitasi operasional BPSK

pendaftaran dan pengembangan LPKSM;

pelaksanaan kebijakan, pengawasan, koordinasi dan =osialisasi barang
beredar dan jasa;

pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten;
pembinaan dan pemberdayaan PPNS-FK dan PPNS-WDP skaia kabupaten;

penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia

bagi produk teknologi informasi dan elektronika;
pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi  perdagangan  dan

— - penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.

merumuskan kebijakan teknis  metrologi legal yang meliputi fasilitasi

dan

pelaksanaan kegiatan metrologi legal yang meliputi ©

1)
2

3)
4)
3
5)

fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten;

fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal, pelayanan tera dan
tera ulang UTTP,

fasilitasi penyelenggaraan kerja sama metrologi legal skala kabupaien,
pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan Sl,

pembinaan operasional reparatir UTTP dan

pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;

merumuskan kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri yang meliputi :

1}

penyediaan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sosialisasi, monitoring
dan pelaporan bidang ekspor, impor, penerbitan SKA penelurusan asal
barang dan penerbitan AP



2) pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasl mutu barang

terdiri dari;

a) pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi,

b) pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji,
inspeksi teknis, sertifikasi yang terakraditasi dan teregistrasi;

3) penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten,

4) penyediaan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi
pelaksanaan menitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor
daerah;

5) penyediaan bahan perumusan penetapan kesepakatan sidang komoditi
internasional, soslalisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;

g) fasilitasi pemberian bimbingan teknis can eyvaluasi di bidang perdagangan

luar nageri,
7} mendorong usaha peningkatan ekspor daerah;
merumuskan kebijakan teknis monitoring dan sosialisasi kerja sama perdagangan
internasional yang meliputi hasil-hasil kesepakatan kerja sama pardagangan
internasional, perdagangan bilateral, dumping, subsidi dan safeguard;
merurmuskan kebijakan teknis pengembangan skspor nasional dalam penyediaan
bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor,
Terumuskan kebijakan teknis perdagangan berjangka komoditi, alternatif
pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang yang meliputi :
1} koordinasi penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan
berjangka komoditi dan pembinaan komoditas
2) pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap
penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten
produk industri dan menyediakan informasi teknologl,

k kekayzan intelektual (HAKI) sena sumber daya

menyelenggarakan promosi
pemasaran, pemakaian ha
manusia;
menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, gvaluasi dan pelaporan terhadap
penerbitan perizinan yang terdiri dari:

1)} izin usaha industri,

2) izin sewa beli]

3)  izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual langsung untuk diminum;

4)  izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2.000 M? atau lebih;

5) daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;

&) tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;

7} tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2.500 M

a7




a2

bb.

cc

dd.

8) tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
(LPKSM);

g) izinfpendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;

10) izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP
Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung
untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum
di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan
15%);

11) SIUP Bahan Berbahaya;

12) pedagang Kayu antar Pulau.

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Perdagangan,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Perdagangan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Perdagangan;

‘melékukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang

Perdagangan;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Perdagangan;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan iugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau- memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengermbangkan
Karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,



(1)

(2]

Pasal 25

Seksi Perdagangan Dalam MNegeri mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perdagangan

dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi .

a. perencanaan kegiatan urusan perdagangan dalam negeri,

b. pelaksanaan urusan perdagangan dalam neger;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan perdagangan dalam negeri;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

_fungsinya.

Pasal 26

Seksi Perdagangan Dalam MNegeri dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai berkut |

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perdagangan Dalam Neger,

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Perdagangan

Dalam Negeri,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPFD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi

Perdagangan Dalam Negeri sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPFD

lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA]) dan

rencana kinerja (RENJA) Seksi Perdagangan Dalam Megeri;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

merumuskan kebljakan perdagangan dalam negeri yang meliputi:

1) pembinaan perizinan yang terdir dari izin usaha industri, pengawasan izin
sewa beli, izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual langsung untuk
diminum dan Izin Usaha Pasar Modem dengari luas gerai 2.000 M? atau

lebih;



2]

3)

4)

3}

5]

7

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14}

pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negerl, pengawasan Tanda
Daftar Usaha \Waralaba Lokal dan pengawasan Tanda Daftar Gudang
dengan luas di bawah 2.500 M?;

pengawasan tanda daftar lambaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat (LPKSM)

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan
jasa distribusi;

pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi penerbitan  izin
perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP

_ Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung

untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum
di tempat urtuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan
15% Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya dan Rekomendasi Pengakuan
Pedagang Kayu antar Pulau);

pengawasan dan pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan seria
penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;

pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin dan rekomendasi skala
tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasaritoko modern
dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi
dan seminar dagang) skala lokal, yang terdiri dari :

a) promosi produk agribisnis kerajinan dan barang dagang lainnya,

b) peryediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga),

¢} pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan dagang,
penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi
kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga, yang terdiri dari :

a) monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok,

by pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan,

pembinaan &an pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri;

pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi, koordinasi sera evaluasi
penyelenggaraan perlindungan konsuman;

pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;

pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan
konzumen,

pengusulan pembentukan BPSK kepada pemerintah dengan berkoordinasi
pada provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;

pendaftaran dan pengembangan LPKSM,

43



15) pelaksanaan kebijakan, pengawasan, koordinasi dan sosialisasi barang
beredar dan jasa;
16) pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten;

17} pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK dan PPNS-WDP skala kabupaten;

18) penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk

~penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia
bagi produk teknologi informasi dan elekironika;
19) pelaksanaan dan  pelaporan sistem informasi  perdagangan  dan
penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.
merurmuskan kebijakan teknis metrologl legal yang meliputi
pelaksanaan kegiatan metrologi legal yang mefiputi :
1y fasilitasi dan pembinaan sarta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten;
2) fasilitasi standar ukuran dan laboraterium metrologi legal, pelayanan tera dan
tera ulang UTTP,
3) fasilitasi penyelenggaraan kerja sama metrologi legal skala kabupaten,

fasilitasi dan

4) pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan S,
5) pembinaan operasional reparati UTTP dan

§) pengawasan dan penyidikan tindak pidana LML,
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
menghimpun, mengolah dan menganalisa da
Seksi Perdagangan Dalam Negeri,
menyusun bahan laporan aku ntabilitas kerja;

manyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,
pengawasarn internal di lingkungan Seksi

ta serta penyajian data hasil kegiatan

melaksanakan program

Perdagangan Dalam Negeri

mempelajari, memahami dan melaksanakan
bidang tugasnya sebagai pedoman

peraturan perundang-undangan,

etentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

dalam pelaksanaan tugas,

meamberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan fugas

dapat berjalan lancar;
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier;
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melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perdagangan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

a, perencanaan kegiatan urusan perdagangan luar negeri,

b. pelaksanaan urusan perdagangan luar negeri;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan perdagangan luar negeri,

d

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 28

Seksi Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagai berikut

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perdagangan Luar Negeri;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar
Negeri,

menyiapkan bahan-bahan REJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnys sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Perdagangan Luar Megeri sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD

lima tahunan Kabupaten,
menyiapkan bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

Seksi

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis {HEHETM} dan
rencana kinerja (REMJA) Seksi Perdagangan Luar Negeri;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran {(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Perdagangan Luar Neger,

menyiapkan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
bidang ekspor.

Menyiapkan konsep surat keterangan asal barang / Certivicate Crigin (CO);
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melaksanakan koordinasi dan sosialisas| kebijakan bidang ekspor skala
kabupaten/kota.

menyiapkan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
menyiapkan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan

bidang impar.
melaksanakan koordinagi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala

kabupaten/kota.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Ferdagangan Luar Negen yang
reliputi ;

1) penyediaan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sosialisasi, monitoring

dan pelaporan bidang ekspor, impor, penerbitan SKA penelurusan asal

barang dan penerbitan AP
2y pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang
terdiri dari:
a) pengambilan contoh yang dilakukan cleh PPC yang teregistrasi;
b) pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji,
inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;
3) penilaian dan peiaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten;
4) penyediaan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi

pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyadiaan informasi potensi ekspor

daerah,
5) penyedia
internasional, sosialisasi, monitonng dan evaluasi serta pelaporan,
teknis dan evaluasi di bidang perdagangan

an bahan perumusan penstapan kesepakatan sidang komaoditi

g) fasilitasi pemberian bimbingan
luar negeri;

7} mendorong usaha peningkatan ekspor daerah;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis monitering dan sosialisasi kerja

hasil-hasil kesepakatan kerja sama

sama perdagangan internasional yang meliputi
subsidi dan

perdagangan internasional, perdagangan bilateral, dumping,
safeguard;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekspor nasional
dalam penyediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor,
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Perdagangan Luar Negeri,

menyusun bahan |laparan akuntabilitas kena,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan kKeuangan;
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melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksl
Perdagangan Luar Negeri;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data sena penyajian data hasil kegiatan
Seksi Perdagangan Luar Negeri;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk  kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerfja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,;

melaporkan hasil pelaksanaan fugas danfatau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Koperasi
Pasal 29

Kepala dan mempunyai tugas pokok
mengendalikan,

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan koperasi,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Koperasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan koperasi;

b. pengelolaan urusan koperasi;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan koperasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya,
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan  fungsi Bidang Koperasi,
membawahkan .

a. Seksi Kelembagaan Koperasi,

b. Seksi Pemberdayaan Koperasi.

&  Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

Paszal 30

Bidang Koperasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada pada Pasal 31, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a,
b.

c.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Koperasi;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Koperasi,
menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagal bahan penyusunan LFPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan
rencana kinarja (RENJA) Bidang Koperasi;

menghimpun Rencana Keglatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Koperasi;

mengelola dan menganalisa berkaitan urusan koperasi yang meliputi bidang
garapan Kelembagaan Koperasi serna pengembangan koperasi,

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pembentukan, penggabungan, dan

peleburan, serta pembubaran koperasi,

menyusun bahan-bahan untuk mengesahkan pembentukan, penggabungan, dan

peleburan, serta pembubaran koperasi di wilayah Kabupaten;

mglaksanakan hasil-hasil pengesahan perubahan AD yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah
kabupaten,

pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di
tingkat kabupaten; pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat
kabupaten; :

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengesahan akta pendirian, perubahan
anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang
berskala kabupaten;

melaksanakan hasil-hasil penetapan unggu'an dan kinerja koperasi dan UKM;
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menyelenggarakan penilaian wasshatan KSP / USP dan kiasifikasi koperas!,
melaksanakan kebijakan pembinaan Bimbingan dan penyuluban koperasiidalam
pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pambubaran
KSP dan USP dalam wilayah kabu paten;

pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten
yang tlidak melaksanakan kewajibannya;

menyusun dan menganalisa iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
permasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten dalam bentuk menyusun

bahan-bahan bimbingan dan kermudahan koperasi, perlindungan kepada koperasi,

dan rencana operasional program pengembangan koperasi dalam wilayah
kabupaten,

melaksanakan kebijakan teknis operasional program penumbuhan iklim yang
kondusif bagi pembangunan koperasi,

melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang koperasi,
memonitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang mendapat pembiayaan /
permodalan dari bantuan APBEN, APED, BUMN serta pembiayaan lainnya;
melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional
yang telah disahkan atas nama negara di bidang koperasi, bimbingan koperasi di

bidang kelembagaan, produksi, pemasaran dan jaringan usaha seria

pengembangan sumber daya manusia

melaksanakan program pengembangan janngan sistemn informasi  koperasi,
bimbingan padoman akuntansi koperasi;

mengoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi,

melaksanakan pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada
koperasi antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang
dan jasa, pemborongan barang pemerintah;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provins!,
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil Wepiatan
urusan pelayanan Bidang Koperasi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Koperasi;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Koperasi;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang

Koperasi,
mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan

3l



mm

nn,

pp-

(1)

(2}

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Koperas:;

melaksanakan program pengawasan internal di fingkungan Bidang Koperasi,
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternalif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan ke

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

pada atasan;

Pasal 31

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan kelembagaan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Kelembagaan Keperasi mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan urusan kelembagaan koperasi,

pelaksanaan urusan kelembagaan koperasi;

b.
¢c. pembagian pelaksanaan tugas urusan kelembagaan koperasi,
d

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 32

Seksi Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala, mempun}rai uraian tugas

sebagai berikut :

a
b

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan Koperasi,
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Kelembagaan
Koperasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
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Kelembagaan Koperasi sebaga bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD hima
tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Kelembagaan Koperasi;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Kelembagaan Koperasi,

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pembentukan, penggabungan, dan
peleburan seria pembubaran koperasi;
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan

kelembagaan koperasi;
menyusun bahan-bahan untuk mengasahkan pembentukan, penggabungan, dan

petunjuk pelaksanaan pendirian

peleburan seria pembubaran koperasi;

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengesahan akta pendirian, perubahan
anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi;
melaksanakan hasii-hasil penetapan unggulan dan kinerja koperasi;

memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran

KSP dan USF,
melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang kelembagaan

koperasi;
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinss

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
Seksi Kelembagaan Koperasi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja,

“enyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan pfogram  pengawasan internal  di lingkungan Seksi

Kelembagaan Koperasi;
mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan fugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari altern atif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk  kepada bawahan agar pelaksanaan
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tugas dapat beralan lancar,
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

Karner,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 33

Saksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

malaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemberdayaan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan pemberdayaan koperasi,

b. pelaksanaan urusan pemberdayaan koperasi;

¢, pembagian pelaksanaan tugas urusan pembardayaan koperasi]

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pemberdayaan Koperasi dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagai benkut |

a,
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Koperasi,
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pemberdayaan
Koperasi,

menylapkan bahar-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pemberdayaan Koperasi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKF.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pemberdayaan Koperasi;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pemberdayaan Koperasl,
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bb.

menganalisa data dan informasi yang berkaitan urusan koperasi yang meliputi
bidang garapan pemberdayaan koperasi,
melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi penciptaan usaha
simpan pinjam sesuai dengan kebijakan pemerintah;

melakeanakan kebijakan teknis pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga
keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperasi mampu bersaing,
menyusun dan menganalisa iklim sera kandisi yang menderong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi dalam bentuk menyusun bahan-bahan dalam rangka
penyusunan rencana operasional program pemberdayaan koperasi;

menyiapkan bahan fasilitasi koperasi dalam rangka pencadangan lokasi usaha,
hidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborengan barang pemerintah;
melaksanakan pengembangan sumber daya manusia koperasi;

melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang di bidang koperasi;
menyusun bahan-bahan untuk pelaksanaan koordinasi program keterpaduan
pemberdayaan koperasi;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinst,
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpur, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pemberdayaan Koperasi;

‘mefiyusun bahan laporan akuntabilitas kerja:

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan  Seksi
Pemberdayaan Koperasi;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran.dan perimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari afternatif pemecahanmya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Fasal 35

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrel urusan pembinasn dan

pengawasan koperasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
a, perencanaan kegiatan urusan pemberdayaan koperasi;

b. pelaksanaan urusan pemberdayaan koperasi;
¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan koperasi,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 36

SeksiPétnbinaan dan Pengawasan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan,

a.

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pembinaan dan
Pengawasan;

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
hahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi

Pembinaan dan Pengawasan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan

LPPD lima tahunan Kabupaten,
e menyiapkan bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupatl |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) Seksi Pambinaan dan Pangawasan;

g.  menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pembinaan dan Pengawasan,

h. menganalisa data dan informasi yang berkaitan urusan koperasi yang meliputi
bidang garapan Pembinaan dan Pengawasan,

i. monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang mendapat pembiayaan /
permodalan dari bantuan APEN, APBD, BUMMN serta pembiayaan / permodalan
lainnya;

J- melaksanakan penilaian kesehatan KSP / USP koperasi dan klasifikasi koperasi;
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- mmataksanakan pedoman standar pelayanan minimal

melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan koperasi yang telah
melaksanakan kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan penyelesaian
parmasalahan / perselisihan koperasi.

melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam

pembuatan laporan tahunan KSP dan USP:
melaksanakan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak

melaksanakan kewajibannya;

melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional
yang telah disahkan atas nama negara di bidang koperasi,

melaksanakan bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, produksi, pemasaran

dan jaringan usaha;

melaksanakan bimbingan pedoman aku ntansi koperasi;
di bidang Pembinaan dan

Pengawasan,

menyusun bahan-bahan untuk pelaksanaan koordinasi program keterpaduan
Pembinaan dan Pengawasan;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganaiisa data serta penyajian data hasil
kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Pembinaan
dan Pengawasan,

memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

mempelajari,
pedoman

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saranl dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melapecrkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
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melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf &
Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pasal 37

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala dan

mempunyai  tugas  pokok merencanakan  operasional,  mengelola,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan UIMEM.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyal fungsi :

a, perencanaan operasional urusan UMKM,

b. pengelolaan urusan UMKM,

¢, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan UMM,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, membawahkan :
a. Seksi Kelambagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

FPaszal 38

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, mempunyal uraian tugas sebagai

berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Usaha Mikro Kecil

dan Menengah;

menylapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RFJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
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manylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpuikan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran {RKA) dan Dokumen Felaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;,

merumuskan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan koperasi dan UMKM
melalui bark milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan
lembaga keuangan alternatif lainnya serta pengembangan institusi pasar, [aringan
lembaga keuangan, teknologi tepat guna,

melaksanakan inventarisasi usaha mikro kecil dan menengah seria klasifikasl

usaha;
menyusun bahan perumusan penetapan unggulan dan kinerja UMKM,

malaksanakan pembinaan manajemen dan akuntansi bagi usaha mikro kecil dan

menengah;

melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal bidang UMKM;

melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional
yang telah disahkan atas nama negara di bidang UMEM;

melaksanakan pengembangan sisten dan jaringan usaha mikre kecil dan
menangah;

mengoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan UMKM;

menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuban iklirm
kecil dan menengah yang meliputi penda naan/penyediaan
kebutuhan dana, persaingan,

usaha bagi usaha mikro
sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan
prasarana, infarmasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;

membina dan mengembangkan UMKM meliputi Produksi, promosi / gelar produk,
Pemasaran, Sumber daya manusia dan Teknologi

memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM
meliputi Kredit ;:;srbankan. Penjaminan lembaga nukan bank, Modal ventura,
Pinjaman dari dana pengasihan sebagal laba BUMMN, Hibah dan Jenis pembiayaan

lain;

melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang UMKM;
melaksanakan sertifikasi usaha bekerja sama dengan unit kerja terkait;
melaksanakan tugas pembantuan dari pamerintah dan pemerintah provinsi;
menyiapkan bahan perselujuan dan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesual dengan
lingkup tugasnya,

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain
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menghimpun, mengotah dan menganalisa data serta penyajian data hasil keglatan
Urusan pelayanan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan 1in§ kup Bidang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

mempelajar, memahami dan menyelenggarakan peraluran
dang Usaha Mikro Kecil dan

perundang-undangan

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bi

Menengah;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serla mencari alternatif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlakL;

membimbing atau memberikan petunjuk  kepada hawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 29

Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan H’!ﬂngﬂﬂtml yrusan
kelembagaan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi |

a. perencanaan keglatan urusan kelembagaan UMK,

b. pelaksanaan urusan kelembagaan UMEM,

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan kelembagaan UMKM;



d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 40

Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh searang Kepala,

mempunyai uraian tugas

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecll
dan Menengah,

menyiapkan bahan rencana strategls dan rencana
Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
umpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

kerja Seksl Kelembagaan

menghimpun dan meng
rencana kinerfja (RENJA) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

menganalisa data dan informasi yvang berkaitan urusan UMKM bidang garapan

kelembagaan UMKM;
melaksanakan inventarisasi dan pencatatan data usaha mikro kecil dan menengah
serta klasifikasi usaha;

menghimpun dan menyusun bahan-bahan peneta
LIMKM;

menyiapkan bahan
kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah;

menumbuhkembangkan usaha baru di bidang UMKM dalam rangka menciptakan

pan unggulan dan kinerja

penyusunan  pedoman dan petunjuk pelaksanaan

lapangan kerja;

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan teknis operasional
program pengembangan kelembagaan UMKM;

melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal bidang kelembagaan UMKM;
melaksanakan kegiatan pembinaan manajemen dan akuntansi bagi usaha mikro

kecil dan menengah,
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melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pembantuan dan pemerintah
dan pemerintah provinsi;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kena,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan  Seksi
Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimping atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 41

Mikro Kecil dan Menengah mempunyail tugas pokok
tugas dan mengontrol urusan

Saksl Pangembangan Usaha
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi

Pengembangan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menangah mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan Pengembangan LIMEKI;

b. pelaksanaan urusan Pengembangan LIMEM;

¢.  pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengembangan UMKM;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Pasal 42

Seksi Pengembangan Lsaha Mikre Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyail uraian ugas sebagai berikut

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerna Seksi Pengembangan

UUsaha Mikro Kecil dan Menengah;
menylapkan bahan-bahan RPJED dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan RPJFD dan RPJMD Kabupaten,
mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi

Pengembangan Usanha Mikro Kecil dan Menengah sebagal bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bu pati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan
rencana kinerja (REMNJA) Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Meanengah:
menganalisa data dan informasi yang berkaitan urusan UMEM bidang garapan
pengembangan UMKM,

menghimpun dan menyusun bahan-bahan fasilitas pembiayaan UMKM melalui
ga keuangan non bank dan lembaga
jaringan lembaga

bank milik koperasi, koperasi bank, lemba
keuangan alternatif lainnya dan pengembangan institusi pasar,

keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan UMKM mampu bersaing;

menyelenggarakan dan membimbing kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah

yang meliputi produksi, sumber daya manusia, pemasarar dan teknologl;

menghimpun dan.menyusun bahan-bahan pengembangan SDM pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah;

menyiapkan bahan pergembangan usaha mikro kecil
promosi / gelar produk usaha mikro kecil dan menengah;
menghimpun dan menyusun bahan-bahan penetapan unggulan dan kinerja

LIMEM;
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan teknis operasional

dan menengah melalui

program pengembangan UMEM,
monitoring dan evaluasi tarhadap usaha mikro kecil dan menengah yang
mendapat fasilitas pembiayaan dari BUMN, perbankan atau lembaga keuangan

-lainnya;
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melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang pengembangan
UMEM,
melaksanakan serifikasi usaha mikro kecil dan menengah bekerjiasama dengan

SKPD terkait;
menyusun bahan-bahan dan melaksanakan ke

giatan yang berkaitan dengan
kebijakan pemberdayaan UMEM;

menghimpun dan menyusun hahan-bahan untuk pelaksanaan program
keterpaduan pemberdayaan UMKM,

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pernbantuan dari pemerintan
dan pemerintah provinsi;

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan
pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang UMKM;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengabh,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnys sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan  agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar;

merilai hasll kera bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bidang Perpasaran dalam menyelenggarak

Paragrafl 7
Bidang Perpasaran
Pasal 43

Bidang Perpasaran dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok

merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan perpasaran,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Perpasaran mempunyai fungsi :
a. perencanaan r::perasl'nnsl urusan perpasaran;

b. pengelolaan urusan perpasaran,
¢, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perpasaran,
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya,

Dalam menyelenggarakan fugas pokok dan fungsi, Bidang Perpasaran,

membawahkan
a  Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar,

b, Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;

¢ Seksl Pembinaan dan Pengawasan Pasar.
Pasal 44

an tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 43, mempunyai uraian fugas sebagai berikut :

a
b.

G

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perpasaran;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Perpasaran

‘menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,
menyiapkan bahan-bahan LKFJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (REMJA) Bidang Perpasaran,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Perpasaran,
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menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan
penataan pasar, pembinaan dan pengawasan pasar serta pemeliharaan sarana
dan parasana pasar,

mﬂnyalenggarakan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan
pasar dan penataan pedagang serta ketertipan pasar,

menyelenggarakan pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan kios serta lahan di

lingkungan pasar,

menyelenggarakan pembinaan pasar swasta dan pasar tradisional;
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan pasar,
ketertiban dan kebersihan pasar serta kerja sama di bidang perpasaran;

melaksanakan maonitoring kegiatan penataan pasar,
menyiapkan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan prasarand dan sarana

pasar;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain
menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Perpasaran;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Perpasaran,
menyusun penanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Perpasaran;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang

Perpasaran,
mempelajari, mamahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Perpasaran,
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Perpasaran,
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

“molaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannys;
membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan fugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku,
merbimbing atau mermberikan petunjuk

tugas dapat berjalan lancar,
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

kepada bawahan agar pelaksanaan

karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.
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Pasal 45

Sgksi Pengembangan dan Penataan Pasar mempunyai  tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, mambagi tugas dan mengontral urusan

pengembangan dan penataan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pengembangan dan Penataan Pasar, mempunyai fungsi :

a, perencanaan kegiatan urusan pengembangan dan penataan pasar,

b, pelaksanaan urusan pengembangan dan penataan pasar,

¢, pembagian pelaksanaan tugas urusan pengembangan dan penataan pasar;

dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 46

Seksi Pengembangan dan Penataan Fasar dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas |

d,

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksl Pengembangan dan Penataan

Pasar,

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pengembangan dan

Penataan Pasar,
menyiapkan bahan-bahan RPJED dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,
bahan-bahan LPPD tahunan dan LFPD lima tahunan Seksi

mengumpulkan
dan Penataan Pasar sebagal bahan penyusunan LPFD tahunan

Pengembangan

dan LPPD lima tahunan Kabupaten,
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENGTRA} dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pengem bangan dan Penataan Pasar,

melaksanakan pengaturan, pemanfaatan kios serta lahan di lingkungan pasar;
melaksanakan monitoring kegiatan pengembangan dan penataan pasar,
melaksanakan pembinaan pasar desa dan pasar swasta;

melaksanakan kegiatan pengembangan pasar dan penataarn kios/los,
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melaksanakan koordinasi dengan seksi lain,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kena;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangam,

melaksanakan program pengawasan In.ternal di lingkungan  Seksi
Pengembangan dan Penataan Pasar;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan perimbangan teknis hidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisas permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sasuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian fugas kepada
hawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan

lancar;
‘menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 47

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar mempunyal tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayal (1), Vel
Permeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi .

a. perencanaan kegiatan urusan Pemeliharaan Sarana dan Pracarana;

b. pelaksanaan urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
d

pelaksanaan tugas lain yang dibarikan oleh atasan sesuai dengan fugas dan

fungsinya.
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Pasal 48

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut |

- H

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pasar;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pasar,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan L PPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar sebagai bahan penyusunan LPFD
tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati .
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategie (RENSTRA) dan
rencana kinerja (REMJA) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;
menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pameliharaan Sarana dan Prasarana Pasar,

melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pasar,

melaksanakan pengaturan dan memelihara penggunaan prasarana dan sarana

pasar,

melaksanakan monitorin
n dan pengaturan penggunaan garana dan prasarana,

kegiatan pengelolaan sarana dan

g kegiatan pemeliharaan, prasarana dan sarana pasar,

menylapkan pengadaa
melaksanakan pembinaan dan pemantauan
prasarana sebagai bahan pelaporan,

pengadaan dan pengelolaan karcis retribusi
melaksanakan kodrdinasi dengan selsi lain;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera p

Saksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana FPasar;

pasar, kebersihan dan parkir;

anyajian data hasil kegiatan

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan perimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

L



(1)

(2]

saksi Pembinaan dan Pemeliharaan Pasar

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesua

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas d
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

an/atau kegiatan kepada atasan;

Pasal 49

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pembinaan dan

pengawasan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksl
Pembinaan dan Pengawasan Pasar mempunyai fungsi :

5. perencanaan kegiatan urusan pembinaan dan pengawasan pasar,
pelaksanaan urusan pembinaan dan pengawasarn pasar,

pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan dan pengawasan pasar,

b
G
d g diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

pelaksanaan tugas lain yan
fungsinya.

Pasal 50

dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut |

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan

Fasar;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pembinaan dan

Pemeliharaan Pasar,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pembinaan dan Pemeliharaan Pasar sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan

T



aa.

bk

dan LPPD lima tahunan Kabupaten:

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pembinaan dan Pameliharaan Pasar;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Felaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Pasar,

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pasar,

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pasar, kios serta lahan di lingkungan

pasar,
melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

melaksanakan pembinaan dan pengawa

pengawasan pasar

alaksanakan monitoring kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pasar,
melaksanakan ketertiban pasar;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian retribusi;

melaksanakan dan mengkoordinir kebersinan pasar,

malaksanakan monitoring kegiatan di lingkungan pasar,

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Pasar

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Seksi Pembinaan
dan Pemeliharaan Pasar

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

san teknis keglatan pembinaan dan

dalam pelaksanaan {ugas,
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagl tugas kepada pbawahan uniuk kelancaran pelaksanaa
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan

lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengempangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

n tugas sesuai

|



FParagraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Dinas sesual kebutuhan.

(2) Kalompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kelompok |abatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
(5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan

dan baban kerjanya.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesual peraturan perundang-undangan

yang berlaku,

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Urnum
Pasal 52

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.



(2) Penyelenggaraan lugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan cleh Kepala Bidang-
Kepala Bidang, Kepala Seksi-Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

menurut bidang tugasnya masing-masing.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisas dan simplifikasi.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan
memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 53

(1) Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan |laporan kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap pimpinan sgtuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab

dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

{3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada

ketentuan yang berlaku

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 54

(1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

(2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah secrang
Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.
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(1

(2)

(3)

(4)

Pembiayaan Dinas bersumber dari

BAB WV
KEPEGAWAIAN
Pasal 55

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan

Sakretaris Daerah.

Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan
membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji
pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 56

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bekasi,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur kemudian.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang

sama di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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FPasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Desember 200%

p- BUPATI BEKASI b,




